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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2017 -2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah selesai, sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Aceh dalam pembangunan di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Gubernur Aceh terpilih : 

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan 

melayani” 

 Visi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh semua SKPA sebagai kebijakan 

implementatif, termasuk di dalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang 

dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang merupakan penyesuaian 

dokumen rencana pembangunan daerah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk periode 2017 s.d 2022 

dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembanguanan jangka Menengah Aceh 

tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh merupakan komitmen 

pimpinan dan seluruh aparatur SKPA dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan Renstra SKPA 

tersebut mengacu kepada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), 

yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA). 

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua 

pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. 

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna 

sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 

 

Banda Aceh,       Februari 2019 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Aceh 

 

 

Drs. MAHDI EFENDI 

Pembina Utama Muda 

Nip. 19691120 1991031014 
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ABSTRAK 
 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Memenuhi 

amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, maka Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Aceh menyusun Rencana Strategis yang merupakan rencana induk 

dalam mewujudkan visi dan misi  Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih 

khususnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

Renstra ini sekaligus sebagai panduan dalam menerapkan 

manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja. Dan diharapkan 

dapat lebih mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara efisien dan efektif dalam kegiatan pembangunan di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan  Politik dapat memberi kontribusi berupa 

perumusan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan yang lebih 

selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.  

Perumusan Renstra ini dilakukan melalui analisis isu-isu strategis, 

potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang 

dihadapi oleh Badan Kesbangpol Aceh, dan identifikasi terhadap berbagai 

permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 

serta yang hendak  dicapai dalam 5 tahun mendatang.  

Penyusunan Renstra ini sudah mempertimbangkan visi, misi 

Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih yang memperioritaskan Program dan 

Kegiatan Penguatan Keberlanjutan Damai Aceh. 

Atas tertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis ini 

memungkinkan hasil kerja dapat diukur sesuai dengan target  yang ingin 

dicapai,  sehingga pada gilirannya  dapat menjawab tantangan yang 

dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dan juga 

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kesamaan 

persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam lingkungan organisasi, 

sehingga capaian kinerja baik kegiatan tahunan maupun lima tahunan 

dapat lebih optimal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan 

RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah, bahwa Rencana 

Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan taktis stratejik 

yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Pembangunan. 

 

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan 

Pembangunan Aceh maka disusun  Rencana Strategis (RENSTRA) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2017 – 2022. 

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 

2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 

Tahun 2005 – 2025 Aceh. 

 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan 

perundangan turunannya mengamanatkan  bahwa  pelaksanaan  

program-program  pembangunan  daerah harus mengacu pada 

prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 



 2 

serta Undang-Undang Nomor 23 

 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu 

melakukan perubahan dan  pengkajian  kembali  muatan  dan  

substansi  RPJMD  Provinsi   untuk dapat lebih diimplementasikan 

dan melakukan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan Provinsi Aceh  terhadap  program-program  

Pembangunan  Nasional  dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan 

Jangka Menengah Nasional 

 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh  Tahun  2017 – 

2022  merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan 

arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri. Renstra berfungsi sebagai pedoman Bidang-Bidang 

Teknis dalam melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang sejalan dengan  Visi dan Misi kepala daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.  

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor. 4844); 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4385); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 

2019; 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 

2010 – 2014; 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan 

RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan 

RKP Daerah 

k. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan 

Aceh; 

l. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian 

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 

Penggunaan Dana Otonomi Khusus; 

m. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
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Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016  

Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87); 

n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 
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1.3    Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Aceh Tahun  2017-2022 adalah : 

 

1. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Aceh Tahun yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMA) Aceh Tahun 2017 - 2022; 

2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, 

misi, arah kebijakan, strategi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh; 

3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan 

landasan penentuan program dan kegiatan tahunan; 

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 

5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan SKPA Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh. 

 

Sasaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh(Renstra 

SKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2017-2022 

adalah : 

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih 

terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran; 

3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja SKPA Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja 

instansi publik. 
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Fungsi Renstra SKPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh  

Tahun  2017  –  2022  adalah  sebagai   dasar hukum perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 

SKPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 

 

1.4    Sistematika Dokumen Renstra SKPA 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

Tahun 2017-2022  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

 Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, 

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan 

Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi 

 

1.2 Landasan Hukum  

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat 

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 

 

 1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan 

pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 
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Bab II  Gambaran Pelayanan SKPA 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian 

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat 

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang 

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat 

Daerah ini.  

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan 

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian 

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat 

Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah 

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata 

laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).  

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional.  

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator 
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kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya 

 

 Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah  

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Identifikasi permasalahan didasarkan 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih  

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja 

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah 

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian 

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan 

Perangkat Daerah 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra  

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun 

faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau 

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra 

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan 
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pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. 

 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan 

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah. 

 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator 

kinerjanya 

 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sehingga 

dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi 

dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, 

dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan 

strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten 

dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses 

perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut. 

 

Bab VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

Bab VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang 
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secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja 

Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

 

Bab VIII.  Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPA 

 

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 

 

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Aceh berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1 Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan 

teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, 

mengoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur 

di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh 

Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Kepala Badan mempunyai fungsi : 

1. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan 

Badan;  

2. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja  

tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;  

3. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang 

kesatuan bangsa dan politik;  

4. pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa;  

5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri; 

6. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan 

ekonomi,  sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan; 

7. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional; 

8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 

9. pembinaan UPTB; 
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10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga 

terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.2 Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan 

urusan dalam.  

Sekretariat mempunyai fungsi : 

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang 

inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan 

perpustakaan;  

2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, 

hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan 

hubungan masyarakat;  

3. pengelolaan administrasi keuangan; 

4. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka  

menengah dan jangka panjang; 

5. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan 

akuntabilitas  kinerja dan rencana kinerja;  

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan. 

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai 

berikut : 
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1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang 

kesekretariatan; 

2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

 bidang kesekretariatan; 

3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang 

kesekretariatan; 

5) Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

6) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

7) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD); 

8) Melaksanakan pembinaan staf; 

9) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai 

bidang tugasnya; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, 

perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan 

keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan 

pemeliharaan. 

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
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sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

atas  pengelolaan keuangan; 

2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan; 

3) Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai; 

4) Menyusun anggaran kas; 

5) Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan 

administrasi pengelolaan tata usaha keuangan; 

6) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan keuangan; 

7) Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; 

8) Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan 

pemeliharaan/ perawatan barang inventaris; 

9) Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang; 

10) Melaksanakan pembinaan staf; 

11) Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar 

kebutuhan barang; 

12) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai 

bidang tugasnya; 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Sub Bagian Tata Usaha  

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian  

yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 

menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta 

menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan 

dan administrasi kepegawaian. 

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

sebagai berikut : 

1) Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan; 

2) Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, 

telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat; 
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3) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas; 

4) Mengelola urusan kendaraan operasional; 

5) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 

cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; 

7) Menghimpun dan menyusun data pegawai; 

8) Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan 

fungsional; 

9) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan bidang kesekretariatan; 

10) Melaksanakan pembinaan staf; 

11) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai 

bidang tugasnya; 

12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.1.3 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa 

 

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dipimpian oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas 

melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan 

ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan 

ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional, 

pembinaan kerukunan antar suku,  dan intrasuku, pelestarian 

nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, 

dan golongan lainnya. 

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa mempunyai fungsi: 

1. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan ideologi dan 
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wawasan kebangsaan; 

2. pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter bangsa;  

3. pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan 

pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan 

kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan 

kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku,  

dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;  

4. pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan 

pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, 

bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, 

pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;  

5. pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan 

kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi 

manusia;  

6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan 

penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan 

wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan 

kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka 

Tunggal Ika; dan  

7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina 

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu 

Subbidang antara lain : 

 

1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas 

melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup 

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. 
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Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

mempunyai  tugas menyiapkan bahan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan 

penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan 

wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, 

kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka 

Tunggal Ika 

 

2. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa  

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh 

Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan 

fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang 

Pembinaan Karakter Bangsa 

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan 

koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian 

bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang karakter 

bangsa. 

 

2.1.4 Bidang Politik Dalam Negeri 

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya politik, 

pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta Pemilu. 

 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : 

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi 

kebijakan  politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan 

perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, 

pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi 

peningkatan demokrasi;  

2. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi 

kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan 



19 
 

perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, 

pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi 

peningkatan demokrasi;  

3. pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi 

kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan 

perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, 

pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi 

peningkatan demokrasi;  

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga 

pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai 

politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi 

peningkatan demokrasi;  

5. pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang 

implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga 

pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai 

politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi 

peningkatan demokrasi; dan  

6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Politik 

Dalam Negeri dibantu oleh Sub Bidang : 

1. Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan 

Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan 

pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan serta falisitasi bidang pengembangan etika dan 

budaya politik.  

2. Subbidang Fasilitasi  Partai Politik dan Pemilu dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang yang  mempunyai tugas 
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melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di 

bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga 

pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai 

politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi 

bidang fasilitasi partai politik dan pemilu 

 

 

2.1.5 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi 

Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan 

unsur pelaksana teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial 

budaya dan organisasi kemasyarakatan. 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

 

1. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan 

pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi 

ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan 

sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan;  

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan 

kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, 

ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan;  

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan 

kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, 

ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan; dan  

4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
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oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi 

Kemasyarakatan dibantu oleh Kepala Sub Bidang : 

 

1. Subbidang Ketahanan  Ekonomi, Sosial dan Budaya 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan 

koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang 

ketahanan ekonomi dan sosial budaya. 

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang yang mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan 

kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi 

kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi 

kemasyarakatan. 

 

2.1.6 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

 

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. 

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

mempunyai fungsi : 

 

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi, 

kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan, 

kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar 
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lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan 

orang asing dan lembaga asing;  

2. pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini 

dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan 

perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, 

penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan 

lembaga asing;  

3. pelaksanaan pembinaan umum bidang fasilitasi 

kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, 

kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar 

lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan 

orang asing dan lembaga asing;  

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi 

kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, 

kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar 

lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan 

orang asing dan lembaga asing;  

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen 

keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan 

antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan 

pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan  

6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang 

Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh 

Kepala Sub Bidang : 

 

1. Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan 

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan 
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pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasai dan 

pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca 

konflik serta fasilitasi penanganan konflik. 

2. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi 

dan Kebijakan Strategis dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan 

pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan, serta fasilitasi bidang kewaspadaan dini, 

analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis. 

 

Struktur Organisasi 

Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh terdiri 

dari : 

1. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan 

eselon IIa; 

2. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan 

eselon IIIa; 

3. 4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan 

eselon IIIa; 

4. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di 

Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa; 

5. 8 (delapan) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di 

Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa; 

 

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Badan  Kesatuan Bangsa 

Politik Aceh : 
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1. 
Garis Atasan 
Langsung

2. 
Garis 
Pembinaan

SUBBID. FASILITASI 
PARTAI POLITIK DAN 

PEMILU

SUBBID. ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

SUBBID. KEWASPADAAN 
DINI, ANALISIS EVALUASI 

INFORMASI DAN 
KEBIJAKAN STRATEGIS

BIDANG  BINA IDEOLOGI , 
WAWASAN KEBANGSAAN DAN 

KARAKTER BANGSA

KEPALA BADAN 

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

SEKRETARIAT                    

SUBBAG PENYUSUNAN 
PROGRAM

SUBBAG TATA USAHA

BIDANG KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA 

DAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

 BIDANG PENANGANAN 
KONFLIK DAN KEWASPADAAN 

NASIONAL

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK ACEH

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

SUBBAG KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

UPTB

SUBBID. BINA 
IDEOLOGI DAN 

WAWASAN 
KEBANGSAAN

SUBBID. 
PENGEMBANGAN 

BUDAYA POLITIK DAN 
PENDIDIKAN POLITIK

SUBBID. KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL DAN 

BUDAYA

SUBBID. PENANGANAN 
KONFLIK

Plt. GUBERNUR ACEH,

:

Keterangan :

SUBBID. PEMBINAAN 
KARAKTER BANGSA

:

 
 Gambar. 2.1 

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 
 
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 

 

a. Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh. 

Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

adalah para Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakanfungsi-

fungsi administrasi. Mereka adalah perencana, pelaksana dan 

sekaligusdiharapkan menjadi motivator atau pendorong 

semangat keikutsertaan masyarakatdalam gerakusaha 

memperbaiki seluruh aspek tata kehidupan. Untuk 

dapatberfungsi sebagai pendorong bagi pembaharuan dan 

pembangunan masyarakat,dituntut perilaku keteladanan yang 

berupa sikap kreatif, inovatif, kemampuan keras serta 

tanggungjawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh 



25 
 

efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka 

bekerja. 

 

Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi 

yang diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi 

sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini, 

orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayananpublik 

senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara 

mikro, kondisi semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya 

kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada tingkat bawah dalam 

merespon permasalahan yang dihadapi, apalagi dalam organisasi 

publik yang sangat paternalistik, kekuasaan terkonsentrasi pada 

pimpinan puncak, sementara yang langsung berhadapan dengan 

pengguna jasa adalah aparat yang berada pada level bawah. 

 

Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan 

profesionalisme aparatur adalah motivasi aparat birokrasi yang 

relatif masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya, secara keseluruhan komposisi jabatan menurut 

eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1.1, berikut ini : 

 
Tabel. 2.1 

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2018 

NO KLASIFIKASI 
ESELON 

II 
ESELON 

III 
ESELON 

IV 
STAF  

T. 
KONTRAK 

1. LAKI-LAKI 1 5 9 27 36 
2. PEREMPUAN    2 19 11 
3. JUMLAH (%) 1 5 11 46 47 
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Grafik. 2.1 
Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon 

 

 
 

Dari tabel. 2.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang 

menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang , sedangkan 

jumlah kesuluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh 

berjumlah 110 orang, terdiri dari 63 PNS dan 47 tenaga kontrak 

yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan 

sebagai berikut; 

 
Tabel. 2.2 

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
NO KLASIFIKASI SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 

1. LAKI-LAKI   8   28 6 
2. PEREMPUAN   2  17 2 
  JUMLAH  10  45 8 
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Grafik. 2.2 
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
 

Tabel. 2.3 
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan golongan 

NO KLASIFIKASI I/c II/a II/b II/c III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 

1. LAKI-LAKI   1 2 1 2 10 12 7 1 5 1 
2. PEREMPUAN   1 0 1 2 6 2 9      
  JUMLAH   2 2 2 4 16 14 16 1 5 1 

 
Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan 

Kesbangpol Aceh memiliki jenjang pendidikan lulusan strata I (S-1) 

yaitu sebanyak 45 orang dan selebihnya 10 orang lulusan SLTA, 

sedangkan yang memiliki SDM dengan kualitas lulusan Strata II 

(S-2) masih sangat sedikit hanya 8 orang. Secara umum Badan 

Kesatuan Bangsa Politik Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang 

cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan 

yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. Namun hal ini diharapkanagar setiap pegawai dapat 

terus mengembangkan potensi yang dimilikinya secara 

berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dari 

tabel 1.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan Kesatuan 

SLTA D-3 S-1 S-2

12,70

44,44

9,52

3,17

26,98

3,17

15,87

71,43

12,70

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
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Bangsa Politik Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III 

sebanyak 50 orang. Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan 

jenjang kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja 

para pegawai.  

 

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi 

adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan 

prestasi kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama 

ini mereka terima tidak adapengaruhnya terhadap prestasi kerja, 

artinya baik buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar 

kecilnya gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi-

organisasi swasta, dimana prestasi kerja bisa menentukan besar 

kecilnya gaji,sehingga para PNS tidak termotivasi untuk 

melakukan prestasi kerja yang baikartinya mereka hanya 

melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang 

diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya 

pendidikan dan pelatihan bagi para PNS,terutama apabila 

pendidikan dan pelatihan tersebut memerlukan dana yang cukup 

besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka 

kesempatan bagipegawai untuk mendapatkan pelatihan dan 

pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang. 

 

Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator 

evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara  

personal pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang 

aktif bekerja dengan pegawai yang tidak disiplin menjalankan 

tugas, bagi pegawai yang melaksanakan dengan baik mendapatkan 

penghargaan (reward) yang layak sedang pegawai yang melalaikan 

tugasnya diberikan hukuman disiplin (punishment) yang tegas. 

Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual pegawai. 

Diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran SKPA 

di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bahkan beasiswa bagi 

pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan 
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Kesbangpol Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan 

untuk pengembangan potensi dan wawasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol Aceh. 

 
Tabel. 2.4 

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia 

NO KLASIFIKASI 20 - 30 31 - 39 
40 - 
49 

≥  50 

1. UMUR 1 15 17 30 

 
Dari tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 30 orang pegawai 

yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Politik 

Aceh yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut 

diharapkan menjadi masukan bagi SKPA yang menangani tata 

laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti 

secara berkala untuk mengisi formasi yang dipediksikan akan 

ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam 

kurun waktu 8 tahun mendatang sehingga Badan Kesbangpol Aceh 

tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. 

 
Tabel. 2.5 

Komposisi Pegawai Per Bidang 

NO KLASIFIKASI Sekretariat Poldagri 
Bina 

ideologi 

Bidang 
Ketahanan 
ekonomi 

Bidang 
Penanganan 

Konflik 

1. LAKI-LAKI 48 9 6 6 8 

2. PEREMPUAN 15 5 4 6 3 

3. JUMLAH 63 14 10 12 11 

 
b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan 

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh. 

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan 

publik dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi 
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sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh 

dapat dilihat pada aspek pengelolaan barang milik daerah, 

penggunaan asset dan reklasifikasi asset tetap (2018). Berikut 

disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol Aceh; 

 
Tabel. 2.6 

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Penggunaan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh  

NO JENIS ASSET TETAP 

TOTAL ASSET 
YANG 

DIKUASAI S.D 
TAHUN 2018 

TOTAL ASSET 
YANG TIDAK 

DIKUASAI S.D 
TAHUN 2018 

KETERANGAN 

1. Tanah   4,601,000,000  -   

2. Peralatan dan Mesin 7,239,396,903 2,300,739,100   

3. 
Gedung dan 
Bangunan 

13,576,095,706 -   

4. 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

462,111,250 -   

5. Asset Tetap Lainnya 101,069,520 -   

  JUMLAH 25,979,646,379 2,300,739,100   
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Tabel. 2.7 
Reklasifikasi Aset Tetap s.d 2018 

 

NO 
JENIS ASSET 

TETAP 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2012 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2013 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2014 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2015 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2016 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2017 
REKLASIFIKASI 

TAHUN 2018 

1. Tanah - - - - - 

  

2. 
Peralatan dan 
Mesin 

220,080,000 1,021,457,900 628,702,800 787,431,025 1,888,177,198 

 
1,057,593,324 

 
265,027,156 

3. 
Gedung dan 
Bangunan 

1,096,860,000 1,444,663,600 2,005,173,000 942,229,000 2,500,000 

 
74,096,000 

 
830,020,844 

4. 
Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 

- 19,928,250 15,000,000 - 146,378,000 

 
118,607,000 

 
148,782,000 

5. 
Asset Tetap 
Lainnya 

- - 59,450,500 26,892,500 9,983,520 

 
30,320,000 

 
4,743,000 

  JUMLAH 1,316,940,000 2,486,049,750 2,708,326,300 1,756,552,525 2,047,038,718 

 
1,280,616,324 

 
1,248,573,000 
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2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2017-2022 dapat dijelaskan diuraikan dalam Tabel 2.3 

sebagai berikut : 

Tabel. 2.8 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP 

yang terdaftar
- 30,2 - 35 25 25 22 21 23 35 37 - - - - 100 148 - - - -

2
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Pemilu atau Pemilukada 
- - - 73% 73% 73.01% 73.01% 73.01% 73.01% 73% 73% 81.9% - - - 100 100 - - - -

3

Persentase Sekolah tingkat pendidikan 

menengah atas yang dibina Ideologi, 

Karakter dan Wawasan Kebangsaan  

dibagi jumlah pendidik di Aceh 

- - - 5% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 10% - - - - 98,7 100 - - - -

4

Persentase jumlah masyarakat per 

kecamatan yang memperoleh 

pendidikan/pembinaan/sosialisasi 

pengembangan wawasan kebangsaan

- - - 9.8% 19.9% 37.79% 59.69% 79.58% 100% 9.8% 20% - - - - 99,4 101 - - - -

5 Persentase Konflik yang tertangani - 97% - 95,54% 96,04% 96,54% 97,54% 98,04% 98,54% 95% 96.01% - - - - 100 100 - - - -

6
Persentase Ancaman/deteksi dini 

Konflik yang tertangani
- - - 88% 89% 90% 91% 91% 91% 88% 89% - - - - 100 100 - - - -

7

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam   

memberantas narkoba dan penyakit 

sosial dimasyarakat 

- - - 30% 50% 65% 70% 80% 85% 30% 50% - - - - 100 100 - - - -

8 Jumlah konflik Sara yang tertangani - - - 3 3 4 4 5 5 3 3 - - - - 100 100 - - - -

Realisasi Capaian Tahun 2017-2022 Rasio Capaian Tahun 2017-2022Target Renstra SKPD Tahun 2017-2022
No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 
Fungsi SKPD

Target 
NSPK

Target 
IKK

Target 
Indikator 
Lainnya
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Aceh memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat 

internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang 

dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 

Tabel 2.9 
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

 
 

Pelayanan Internal 
 

Pelayanan Eksternal 

1. Penyusunan program kerja Badan; 

2. Pelaksanaan 
inventarisasi, 
pengolahan, penyajian, 
dan pemeliharaan data; 

3.  Pengendalian, monitoring, 
dan evaluasi program; 

4.  Penyusunan laporan Badan; 

5.  Penyusunan 
perbendaharaan keuangan 

6.  Pelaksanaan verifikasi anggaran; 

7.  Penyusunan pertanggungjawaban 
anggaran; 

8.  Pengelolaan kearsipan; 

9.  Penyelenggaraan kerumahtanggaan; 

10. Pengelolaan data kepegawaian; 

1. Penyiapan bahan perijinan bagi penelitian; 

2. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada 
ormas; 

3. Pembinaan Ormas/LSM/Yayasan melalui pemberian 
hibah Bantuan keuangan; 

4. Memverifikasi bantuan keuangan kepada partai politik; 

5. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); 

6. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); 

7. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 

8. Fasilitasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 
(FKPT) 

9. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan dan LSM 

10. Penguatan pemahaman nilai- nilai wawasan 
kebangsaan, karakter , bina ideologi ,kewaspadaan 
nasional, pembauran bangsa, serta bela negara; 

11. Pengawasan orang asing dan lembaga asing; 

12. Mensosialisasikan tentang pencegahan, 
penyalahgunaan dan pengedaran bahaya Narkoba 
kepada masyarakat; 

13. Penguatan Kapsitas politik perempuan; 

14. Terbentuknya Rencana Aksi Tim Terpadu 
Penanganan Konflik di 21 Kabupaten/Kota dari 23 
Kabupaten/Kota yang direncanakan. 

15. Terlaksananya Pemantauan ( Monitoring ) 
Pelaksanaan Pemilu;  

Kinerja  pelayanan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Aceh 

diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai 

dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat 

kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila 

target dari indikator kinerja  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  

dokumen  perencanaan  strategis dapat  dicapai,  maka  kinerja  

pelayanan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Aceh dapat 

dikategorikan baik. 
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Tabel 2.10 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Real isasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1

Program Pembinaan dan 

Pemberdayaan Organisasi 

Kemasyarakatan

1.677.745.000 837.400.000 907.198.000 1.046.000.000 1.150.600.000 1.265.660.000 914.353.490 784.065.823 - - - - 54,50 93,63 - - - - -82.417.000 -65.143.834

2
Program Pendidikan Politik Dalam 

Negeri
 2.006.407.800 2.055.426.000 2.164.690.000 3.254.000.000 3.579.400.000 3.937.340.000  1.461.407.357 1.893.966.027 - - - - 72,84 92,14 - - - - 386.186.440 216.279.335

3

Program Kemitraan Pengembangan 

Ideologi, Karakter dan Wawasan 

Kebangsaan

134.100.000 793.200.000 1.560.050.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 90.260.000 659.432.056 - - - - 67,31 83,14 - - - - 372.480.000 284.586.028

4
Program Bina Ideologi, Karakter dan 

Wawasan kebangsaan
757.858.330 461.837.200 1.101.790.000 1.215.000.000 1.336.500.000 1.470.150.000 578.462.964    373.721.200 - - - - 76,33 80,92 - - - - 142.458.334 -102.370.882

5 Program Penanganan Konflik 1.055.736.000 1.476.562.500 1.525.425.000 1.697.000.000 1.866.700.000 2.053.370.000 988.656.020 1.339.703.400 - - - - 93,65 90,73 - - - - 199.526.800 175.523.690

6
Program Fasilitasi Kewaspadaan 

Nasional
1.567.000.000 1.554.868.500 3.056.856.000 3.400.000.000 3.740.000.000 4.114.000.000 1.498.422.000 1.305.091.764 - - - - 95,62 83,94 - - - - 509.400.000 -96.665.118

7
Program Fasilitasi Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.529.150.000 905.350.000 2.105.420.000 2.335.000.000 2.568.500.000 2.825.350.000 837.622.510 765.600.780 - - - - 54,78 84,56 - - - - 259.240.000 -36.010.865

8 Program Pembauran Kebangsaan 776.275.000    606.965.000    603.900.000  670.000.000   737.000.000   810.700.000   595.504.978    545.094.960  - - - - 76,71 89,81 - - - - 6.885.000 -25.205.009

No.
Rata-rata Pertumbuhan

Uraian
Real isasi Anggaran pada tahun ke-Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

 
Penataan  kelembagaan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Aceh 

menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan 

sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi 

pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian 

sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi 

yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan 

unggul. 

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Aceh saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang 

lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah 

dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja 

Pemerintah Daerah Aceh secara keseluruhan. 

 

Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan dewasa ini, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dihadapkan dengan tantangan 

dan peluangan pengembangan pelayanan dengan kondisi  sebagai berikut : 

1. Peluang 

Adanya kebijakan pemerintah dan perubahan situasi dan kondisi 

pada masyarakat yang berpengaruh pada pelayan kinerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, yakni : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan setiap lembaga/organisasi 

kemasyarakatan dituntut untuk selalu memperharui SKT nya 

sesuai jangka waktu yang telah ditentukan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
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Keuangan Kepada Partai Politik. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga 

Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 

e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2012  

tentang   Pedoman   Pendaftaran    Organisasi    

Kemasyarakatan  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 tahun 2018 tentang 

pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Tahun 2019; 

g. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016  

Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87); 

h. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 

300/4433A/sj tahun 2010 tentang Peningkatan Peran Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ; 

i. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak 

berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Masa (Ormas), 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan maupun Partai Politik. 

j. Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan “Good 

Governance” dan “Clean Government” serta memenuhi tuntutan 

masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, 

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan 

prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan 

masyarakat  banyak. 
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2. Tantangan 

a. Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya 

Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 

b. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan 

program dan kegiatan secara berkesinambungan; 

c. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang 

kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 

d. Kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa  

dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten / Kota. 

e. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok 

yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama 

f. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup 

berbangsa dan bernegara 

g. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah 

h. Belum maksimalnya implementasi peraturan yang mengatur 

masalah jabatan fungsional 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPA 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam mengemban tugas, 

pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat 

strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu 

strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa Informasi-informasi, 

kejadian- kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan 

faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya 

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. 

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada 

periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada 2017 - 

2022, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh adalah sebagai berikut : 

 

1. Masalah yang bersifat internal 

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana 

dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan 

berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas. 

c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi 

oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, 

adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan 

SKPA lainnya. 
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2. Masalah yang bersifat eksternal 

a. Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta 

penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini 

dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan 

sinkronisasi dengan SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh, 

Kabupaten / Kota maupun dengan instansi vertical 

b. Kesenjangan sosial Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya; 

c. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang 

cukup kental sehingga  rentan terhadap isu-isu Primordialisme; 

d. Hasil proses politik (Pemilihan Kepala Daerah) masih sering 

dikomplain oleh kandidat lain; 

e. Masih sering terjadi perselisihan antarwarga terkait pendirian 

Rumah Ibadah; 

f. Masih   banyaknya   aliran kepercayaan yang   menimbulkan 

keresahan di masyarakat. Misalnya Ahmadiyah, faham Aliyan, 

Saksi Yehowa, aliran Ilmu, Tarekat Utihad, Tarekat Yusrin, 

Negara Islam Indonesia dan lain-lain; 

g. Organisasi  Kemasyarakatan  dan  Lembaga  Swadaya  

Masyarakat  belum berperan secara maksimal; 

h. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda 

dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam 

mencegah dan menyelesaikan konflik; 

i. Kurangnya    pemahaman    tentang    wawasan    Kebangsaan    

sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan 

kesatuan; 

j. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi 

konflik; 

k. Penyelesaian  masalah  masih  sering  diselesaikan dengan jalan 

unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis; 

l. Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham 

radikalisme; 

m. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing sering memanfaatkan 

LSM lokal dalam pencapaian misinya; 
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n. Konflik  wilayah  perbatasan  dan  pertikaian  antar warga,  antar 

pemuda  dan antar desa. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah 

 

Adapun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-

2022 adalah: 

 

Visi 

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah 

yang bersih, adil dan melayani” 

 

Misi 

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut: 

 

a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang 

mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan; 

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai 

keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan 

masyarakatdengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang 

bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap 

menghormati mazhab yang lain; 

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan 

perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip  MoU 

Helsinki; 

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di 

tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu 

pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, 

dayah dan pendidikan umum;  

e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan 

kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi;  
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f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi 

terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan 

produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;  

g. Menyediakan sumber energiyang bersih dan terbarukan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, 

sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi; 

h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan 

industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif 

untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan 

kemudahan akses permodalan; 

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence 

based planningyang efektif, efisien dan berkelanjutan. 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini dari 9 misi 

terkait dalam Misi Ke- 3 yaitu: Menjaga integritas nasionalisme dan 

keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip  MoU 

Helsinki; melalui Misi    ke-3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai 

seuai dengan prinsip- prinsip Mou helsinki secara konsisten dan 

komprehensif. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi 

aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi 

dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.  

  

Pada 9 misi tersebut dijabarkan dalam 15 keunggulan Aceh Hebat , 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh  dalam hal ini  terkait dengan Misi 

ke-3 dan dijabarkan dalam  keunggulan Aceh Hebat  ke-10, dengan  

 

Tujuan : meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan 

prinsip- prinsip Mou helsinki   

serta masuk pada sasaran : Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai 

prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;  
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Analisis SWOT  

Kekuatan (Strengths) : 

1. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan perangkat Aceh  dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 

2. Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Aceh 

3. Adanya akses yang baik kepada Infra struktur politik dan supra 

struktur politik 

4. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Bakesbangpol Aceh 

dengan Bakesbangpol Kabupaten/Kota se-Aceh; 

5. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral. 

 

Kelemahan (Weaknesses) : 

1. Kompetensi Sumber daya Aparatur yang belum optimal; 

2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang 

tersedia; 

3. Peran   Bakesbangpol   secara   mendasar   belum   menyentuh   

masyarakat sehingga  Bakesbangpol Aceh kurang dikenal 

masyarakat; 

4. Job  description  yang  kurang  tepat  dan  kurang  jelas  yang  

sering  kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain; 

5. Jumlah anggaran yang masih dirasa kurang; 

6. Koordinasi    yang    kurang    maksimal    dikarenakan    adanya    

perbedaan nomenklatur pada lembaga Kesbangpol Kabupaten/Kota 

di Aceh 

 

Peluang (opportunities) : 

1. Masih adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap peran 

Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, 

wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM; 

2. Partisipasi   Parpol,   Ormas,   LSM   dan   Perguruan   Tinggi   dalam   

rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi; 
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3. Pelaksanaan Pilkada serentak; 

4. Gerakan masyarakat dalam mendukung empat konsensus 

nasional saat ini sedang berkembang pesat; 

 

Ancaman (treaths) : 

1. Seringnya   terjadi   perubahan   kebijakan   secara   nasional   terkait   

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; 

2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang ASN; 

 

3. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertikal 

dan SARA), terutama konflik bermotif agama. 

4. Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik 

secara politik maupun sosial. 

5. Berkembangnya  paham  radikalisme  dan  paham  anti  Pancasila,  

terutama paham radikal internasional yang telah memasuki ruang 

lingkup Aceh. 
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Tabel. 3.1 
MATRIKS ANALISA SWOT 

 

A L I 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L  E 

Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W ) 

1. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan susunan 
perangkat Aceh  dan Peraturan Gubernur 
Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Aceh. 

 
2. Penyediaan anggaran kegiatan 

Bakesbangpol Aceh 
 
3. Adanya akses yang baik kepada Infra 

struktur politik dan supra struktur politik 
 
4. Adanya koordinasi yang baik 

dijajaran Bakesbangpol Aceh dengan 
Bakesbangpol Kabupaten/Kota se-Aceh; 

 
5. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah 

koordinasi lintas sektoral. 
 

1. Kompetensi Sumber daya Aparatur 
yang belum optimal; 

2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana
teknologi informasi yang tersedia; 

3. Peran   Bakesbangpol   secara   
mendasar   belum   menyentuh   
masyarakat sehingga  Bakesbangpol 
Aceh kurang dikenal masyarakat; 

4. Job  description  yang  kurang  
tepat  dan  kurang  jelas  yang  
sering  kali overlapping (tumpang 
tindih) dengan Badan/Dinas lain; 

5. Jumlah anggaran yang masih dirasa 
kurang; 

6. Koordinasi    yang    kurang    
maksimal    dikarenakan    adanya    
perbedaan nomenklatur pada lembaga
Kesbangpol Kabupaten/Kota di Aceh 

 
 

Peluang ( O ) S O ( Pendorong ) W O ( Status Quo ) 

1. Masih adanya kebutuhan masyarakat 
yang tinggi terhadap peran 
Pemerintah dalam pemberdayaan infra 
dan supra struktur politik, wawasan 
kebangsaan, Demokrasi dan HAM; 
 

2. Partisipasi   Parpol,   Ormas,   LSM   
dan   Perguruan   Tinggi   dalam   
rangka peningkatan kualitas kehidupan 
demokrasi; 
 

3. Pelaksanaan Pilkada serentak; 
 

4. Gerakan masyarakat dalam 
mendukung empat konsensus 
nasional saat ini sedang berkembang 
pesat; 

 

1 Peningkatan  peran  dalam  
pemberdayaan infra  struktur,  supra  
struktur  politik, wawasan  kebangsaan,  
demokrasi  dan HAM. 

 
2 Peningkatan  kerjasama  (fasilitasi)  

dengan Parpol, Ormas, Orprof, LSM 
dan Perguruan Tinggi. 

1 Peningkatan sosialisasi       
eksistensi Bakesbangpol  melalui  
terobosan-terobosan strategis 
dengan melibatkan partisipasi infra 
dan supra struktur politik. 

 
2 Meningkatkan harmonisasi dan 

Komunikasi Sosial Politik dengan 
Elemen Masyarakat. 

 
3 Meningkatkan  situasi  dan  kondisi  

yang kondusif di Aceh. 
 

Ancaman ( T ) S T  ( Status Quo ) W T  ( Penghambat ) 

1. Seringnya   terjadi   perubahan   
kebijakan   secara   nasional   terkait   
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
SKPD ; 
 

2. Keraguan masyarakat terhadap 
netralitas seorang ASN; 

3. Relatif tingginya potensi konflik 
dimasyarakat (horizontal, vertikal dan 
SARA), terutama konflik bermotif 
agama. 
 

4. Kerawanan diakibatkan oleh 
pelaksanaan pilkada serentak baik 
secara politik maupun sosial. 
 

5. Berkembangnya  paham  radikalisme  
dan  paham  anti  Pancasila,  
terutama paham radikal internasional 
yang telah memasuki ruang lingkup 
Aceh. 

1 Melakukan    kegiatan    yang    
menyentuh kepentingan masyarakat 
banyak. 

2 Meningkatkan    peran    serta    
masyarakat dalam  rangka  pendidikan  
dan pembangunan di bidang 
IPOLEKSOSBUD. 

3 Meningkatkan  peran  dan  fungsi  
sebagai pelayan publik. 

4 Melakukan koordinasi dengan infra 
struktur politik dan supra struktur politik 
untuk mengatasi potensi konflik. 

1     Peningkatan kualitas SDM. 

2 Meningkatkan kewaspadaan dini 
dengan menggunakan akses dan 
koordinasi yang baik dengan 
infrastruktur politik dan supra struktur 
politik. 
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Berdasarkan  Matriks  Analisa  SWOT  seperti  yang  telah  dijelaskan  

dalam tabel di atas, maka alternatif strategi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Aceh dapat dirumusan sebagaimana berikut : 

 

1. Memanfaatkan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama 

dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat serta 

kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, 

tokoh perempuan dan pemuda. 

2. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan 

kondusif. 

3. Memanfaatkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu 

dan tupoksi masing-masing. 

4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat. 

5. Meningkatkan kompetensi aparatur. 

6. Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja. 

7. Mengoptimalkan Koordinasi dengan OPD lain dan Pemerintah Pusat. 

8. Meningkatkan  deteksi  dini  dan  kewaspadaan  terhadap  potensi  

instabilitas keamanan dan ketertiban umum 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPK 

Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, 

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra 

SKPA Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan 

Renstra SKPK Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang 

menjadi kewenangan  serta tugas dan fungsi masing-masing SKPA. 

 

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun 

pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Aceh dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan 

strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik 
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Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kab/Kota di Aceh. 

 

Sebagaimana   Visi  Kementerian  Dalam  Negeri   Republik   

Indonesia adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi 

POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, 

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan 

Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

Kementerian Dalam Negeri merumuskan Misi yaitu: 

 

1. Memantapkan  ideologi  dan  wawasan  kebangsaan  dengan  

memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, 

kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, 

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas 

dalam negeri. 

 Mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  tugas-tugas  

pemerintahan  umum melalui harmonisasi hubungan pusat-

daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta 

meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan 

otonomi daerah melalui peningkatan  kapasitas  dalam  

menyelenggarakan  urusan pemerintahan serta didukung 

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak 

kepada rakyat. 

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan 

antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 

efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan 

pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan 

publik. 
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Sebagai  penjabaran  dari  visi  dan  misi  tersebut,  

Kementerian  Dalam Negeri menetapkan Tujuan, sebagai 

berikut: 

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa 

melalui pengamalan nilai-nilai  Pancasila,  UUD  1945,  dan  

kebhinekaan  sebagai  tatanan  dan perilaku hidup berbangsa 

dan bernegara 

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata 

kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah 

3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah 

4. Optimalisasi   penyelenggaraan   pemerintahan   desa   dalam   

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan 

mendorong percepatan pembangunan desa 

5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat 

dan terpercaya 

6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam 

negeri 

 

Memperhatikan ringkasan Renstra Kementerian Dalam Negeri 

tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya 

keselarasan Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Aceh 

2017-2022 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh. 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

 

Fakor penghambat dan faktor pendorong dari peyanan perangkat 

daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari implikasi Tata ruang wilayah 

dan kajian lingkungan hidup. 
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a. Faktor Pendorong 

1. Peningkatan  peran  dalam  pemberdayaan infrastruktur dalam 

penguatan  politik, wawasan  kebangsaan,  demokrasi  dan HAM. 

2. Keberadan induk Parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan Perguruan 

Tinggi yang berada pada ibukota provinsi memudahkan dalam  

Peningkatan  kerjasama. 

 

b. Faktor Penghambat 

1. Adanya potensi konflik dimasyarakat  akibat pembangunan 

infrastruktur 

2. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja 

aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 

3. Timbulnya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok 

karena masalah batas wilayah  dan juga dilatar belakangi 

perbedaan Suku, Ras dan Agama 

4. Belum maksimalnya implementasi peraturan yang mengatur 

masalah batas wilayah/daerah  
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN  

 
Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 
 

SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Meningkatnya Kemandirian dan 

Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan 

didalam Pembangunan Daerah

Jumlah LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang 

terdaftar
35 25 25 22 21 23

Persentase Sekolah tingkat pendidikan 

menengah atas yang dibina Ideologi, 

Karakter dan Wawasan Kebangsaan  

dibagi jumlah pendidik di Aceh 

5% 10% 20% 30% 40% 50%

Persentase jumlah masyarakat per 

kecamatan yang memperoleh 

pendidikan/pembinaan/sosialisasi 

pengembangan wawasan kebangsaan

9.8% 19.9% 37.79% 59.69% 79.58% 100%

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat 

dalam Keberagaman untuk Menjaga 

Perdamaian Aceh

Jumlah konflik Sara yang tertangani 3 3 4 4 5 5

Mewujudkan Ketahanan Stabilitas 

Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam   

memberantas narkoba dan penyakit 

sosial dimasyarakat 

30% 50% 65% 70% 80% 85%

Persentase Konflik yang tertangani 95,54% 96,04% 96,54% 97,54% 98,04% 98,54%

Persentase Ancaman/deteksi dini 

Konflik yang tertangani
88% 89% 90% 91% 91% 91%

2

Meningkatnya peran  

demokrasi indonesia didalam 

pembangunan

Meningkatnya Indeks Demokrasi 

Indonesia

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Pemilu atau Pemilukada
73% 73% 73.01% 73.01% 73.01% 73.01%

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat 

dalam Menjaga Perdamaian Aceh

Meningkatnya keberlanjutan 

perdamaian berdasarkan 

prinsip- prinsip Mou helsinki

NO. INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-

Meningkatnya Pemahaman Penguatan 

Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan 

Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat

TUJUAN
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1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tujuan dan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

tahun 2017-2022: 

1. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- 

prinsip Mou Helsinki 

2. Meningkatnya peran  demokrasi indonesia didalam pembangunan 

 

2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Untuk mendukung tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Aceh, 

sasran yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme 

LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah  

2. Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, 

Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat  

3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk 

Menjaga Perdamaian Aceh  

4. Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya 

5. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia 

6. Menigkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian 

Aceh 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan 

VISI  :

MISI III :

Tujuan

1.

Meningkatnya Kemandirian dan 

Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan 

didalam Pembangunan Daerah

1.
memberdayakan  LSM/Ormas/Yayasan 

didalam mendukung pembangunan daerah
1.

Meningkatkan peran 

LSM/Ormas/Yayasan dalam memelihara 

perdamaian 

2.

Meningkatnya Pemahaman Penguatan 

Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan 
Wawasan Kebangsaan pada 

Masyarakat

2.

Membangun karakter bangsa yang 

berwawasan kebangsaan dengan harapan 

meningkatnya kesadaran warga negara 
Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, 

ideologi ,karakter dan wawasan kebangsaan 

dan meningkatkan kesadaran bela Negara

2.

Meningkatkan pemahaman pada 

masyarakat tentang nilai-nilai  

kesadaran warga negara Indonesia 
terhadap penguatan nilai sejarah, 

karakter,ideologi, wawasan kebangsaan 

dan  kesadaran bela negara 

3.

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat 

dalam Keberagaman untuk Menjaga 

Perdamaian Aceh

3.

Menciptakan keharmonisan berbangsa dan 

bernegara dengan harapan terciptanya 

toleransi dan saling menghargai antar 

komponen masyarakat dengan membangun 

kebersamaan dan saling gotong royong

3.

Menumbuhkan semangat nasionalisme 

dan melestarikan nilai - nilai 

kebangsaan dalam masyarakat yang 
multi kultur

4.
Mewujudkan Ketahanan Stabilitas 

Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.

Mengembangkan dan memantapkan 

ketahanan   kehidupan masyarakat dalam 

kehidupan beragama, ekonomi, politik, 
sosial dan budaya

4.

Meningkatkan peran pemerintah dan 

masyarakat dalam menciptakan 
ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan 

budaya  dalam kehidupan masyarakat 

majemuk

5.
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat 
dalam Menjaga Perdamaian Aceh

5.

Memelihara kewaspadaan nasional agar 

terhindar dari upaya pemecahbelahan 
bangsa (disintegrasi bangsa) dan 

mengevaluasi terhadap capaian penanganan 

konflik dengan harapan agar kasus-kasus 

konflik tertangani dengan cepat sehingga 
terciptanya lingkungan yang kondusif

5.

Meningkatkan peran pemerintah dan 

masyarakat dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif dengan 
penguatan Kewaspadaan Nasional 

kepada Aparatur dan Masyarakat untuk 

memperkuat NKRI

Meningkatnya peran  

demokrasi indonesia 

didalam pembangunan

1.
Meningkatnya Indeks Demokrasi 

Indonesia
1.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

warga negara dalam kehidupan 

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara melalui pendidikan 
politik yang berkesinambungan

1.

Mendukung pelaksanaan dan 

penyelenggaraan Pemilu yang lebih 
demokratis, jujur dan adil dalam rangka 

penegakan kedaulatan rakyat di segala 

aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara

Meningkatnya 
keberlanjutan perdamaian 

berdasarkan prinsip- prinsip 

Mou helsinki

Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip  MoU Helsinki;

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”

Arah KebijakanStrategiSasaran
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Dari penyusunan strategi dan arah kebijakan inilah maka diperlukan 

langkah-langkah penentuan program dan kegiatan yang menjadi acuan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Aceh. Sehingga akan terarah dalam rangka mencapai sasaran 

yang akan ingin dicapai. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui 

penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 

menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas 

adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan 

dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta visi misi dan tugas pokok 

dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. 
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Tabel 6.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.1
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

Kepuasan 
masyarakat/aparatur 
terhadap pelayanan 

administrasi 
perkantoran dan 

kenyamanan kantor

100% 100% 3.742.501.600    100% 4.828.411.600    100% 5.145.420.000      100% 5.402.691.000     100% 5.672.825.550     100% 24.791.849.750      

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.1.1
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Terkirimnya surat-surat 100% 100% 9.000.000      100% 9.900.000      100% 11.000.000      100% 11.550.000      100% 12.127.500     100% 53.577.500        

5.1.1.2

Penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik

Kebutuhan dasar 
pertahun

100% 100% 454.848.000   100% 531.200.000  100% 600.000.000     100% 630.000.000    100% 661.500.000   100% 2.877.548.000   

5.1.1.8
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor

Luas kantor 100% 100% 20.129.000     100% 21.213.000    100% 24.000.000      100% 25.200.000      100% 26.460.000     100% 117.002.000      

5.1.1.10
Penyediaan Alat 
Tulis Kantor

 Keperluan ATK 
pertahun 

100% 100% 110.695.200   100% 133.995.200  100% 150.000.000     100% 157.500.000    100% 165.375.000   100% 717.565.400      

5.1.1.11
Penyediaan barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

 Barang cetakan 
pertahun 

100% 100% 67.728.400     100% 67.728.400    100% 75.000.000      100% 78.750.000      100% 82.687.500     100% 371.894.300      

5.1.1.12

Penyediaan 
komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor

 Alat-alat listrik 
pertahun 

100% 100% 3.505.000      100% 5.505.000      100% 6.500.000        100% 6.825.000       100% 7.166.250       100% 29.501.250        

5.1.1.13

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

 Alat dan perlengkapan 
pertahun 

100% 100% 100% 737.500.000  100% 679.500.000     100% 713.475.000    100% 749.148.750   100% 2.879.623.750   

5.1.1.15

Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

 Bahan bacaan 
pertahun 

100% 100% 19.896.000     100% 17.396.000    100% 20.000.000      100% 21.000.000      100% 22.050.000     100% 100.342.000      

5.1.1.17
Penyediaan 
makanan dan 
minuman

 Makan minum per 11 
bulan 

100% 100% 114.500.000   100% 105.500.000  100% 117.000.000     100% 122.850.000    100% 128.992.500   100% 588.842.500      

5.1.1.18

Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah

 Koordinasi dan 
konsultasi pertahun 

100% 100% 809.020.000       100% 1.104.714.000    100% 1.300.000.000  100% 1.365.000.000 100% 1.433.250.000 100% 6.011.984.000   

5.1.1.20
Penyediaan Jasa 
Dokumentasi 
Kantor

 Dokumentasi kantor 
pertahun 

100% 100% 343.800.000   100% 270.280.000  100% 300.000.000     100% 315.000.000    100% 330.750.000   100% 1.559.830.000   

5.1.1.22

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

 Pelayanan ADM 
pertahun 

100% 100% 1.789.380.000    100% 1.823.480.000    100% 1.862.420.000  100% 1.955.541.000 100% 2.053.318.050 100% 9.484.139.050        

Kondisi Kinerja
pada akhir

periode Renstra
Perangkat

Daerah 

Data 
Capaian

pada Tahun 
Awal

Perencanaa
n 

Indikator
Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program
(outcome) dan

Kegiatan (output)

Program dan 
Kegiatan

Kode Tahun 2022Tahun 2021Tahun 2020 Tahun 2019Tahun 2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Loka
si 

Unit 
Kerja

Perangkat
Daerah

Penanggu
ng-jawab 

SasaranTujuan

18.121.399.938            15.219.326.800            20.398.767.600         92.745.807.705              19.978.843.432           19.027.469.935            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.2

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur

Persentase 
Kelengkapan Sarana 

dan Prasarana Aparatur
100% 100% 1.990.441.000    100% 1.691.125.000    100% 1.750.000.000      100% 1.837.500.000     100% 1.929.375.000     100% 9.198.441.000        

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.2.3
Pembangunan 
Gedung Kantor

 Jumlah paket 
pembangunan 

5 Paket 2 Paket 275.190.000   - 1 Paket -                 1 Paket -                 6 Paket 275.190.000      

5.1.2.5
Pengadaan 
Kenderaan 
Dinas/Operasional

 Jumlah kenderaan 
dinas 

- -
2 Unit 

Roda 4
844.050.000       

1 Unit 
roda 4; 
2 unit 
roda 2

700.000.000     
3 unit 

roda 4
735.000.000    

3 Unit 

Roda 4
771.750.000   

10 unit 

roda 4; 2 

unit roda 

2

3.050.800.000        

5.1.2.24

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional

 Jumlah kenderaan 
dinas 

9 unit roda 
4; 3 unit 
roda 2

9 unit 
roda 4; 3 
unit roda 

2

335.490.000   

11 unit 
roda 4; 
3 unit 
roda 2

366.000.000  

13 unit 
roda 4; 
6 unit 
roda 2

410.000.000     

16 unit 
roda 4; 6 

unit 
roda 2

430.500.000    

18 unit 
roda 4; 
6 unit 
roda 2

452.025.000   

18 unit 
roda 4; 6 

unit 
roda 2

1.994.015.000   

5.1.2.28

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan gedung 
kantor

 terpeliharanya 
peralatan inventaris 

kantor pertahun 
1 Tahun 1 Tahun 108.340.000   1 Tahun 121.700.000  1 Tahun 140.000.000     1 Tahun 147.000.000    1 Tahun 154.350.000   5 Tahun 671.390.000      

5.1.2.42

Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Rumah Gedung 
Kantor

 Jumlah paket Rehab 
gedung kantor 

3 Paket 5 Paket 1.024.681.000    1 Paket 100.000.000  1 Paket 200.000.000     2 Paket 210.000.000    2 Paket 220.500.000   16 Paket 1.755.181.000   

5.1.2.46
Kegiatan  
pembinaan 
kelembagaan

 jumlah kegiatan  3 Kegiatan 
 3 

Kegiatan 
246.740.000   

 4 
Kegiata

n 
259.375.000  

 4 
Kegiata

n 
300.000.000     

 4 
Kegiata

n 
315.000.000    

 4 
Kegiata

n 
330.750.000   

 19 
Kegiata

n 
1.451.865.000   

5.1.3
Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan 
Aparatur Dalam 
Kehadiran dan 

Penggunaan Atribut 
Pegawai.

100% 100% 72.550.000     100% 79.805.000    100% 64.650.000      100% 67.882.500      100% 71.276.625     100% 356.164.125      

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.3.2

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya

 Jumlah Stel pakaian 
dinas 

-  116 stel 72.550.000     
 120 
stel 

79.805.000    
 130 
stel 

64.650.000       140 stel 67.882.500      
 145 
stel 

71.276.625     651 stel 356.164.125      

5.1.5

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Persentase aparatur 
yang memenuhi 

kompetensi
19% 28% 117.900.000   32% 151.800.000  37% 170.000.000     42% 178.500.000    46% 187.425.000   46% 805.625.000      

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.5.1
Pendidikan dan 
pelatihan formal

 Jumlah aparatur yang 
mengikuti pelatihan  

6 Diklat 6 Diklat 117.900.000   7 Diklat 151.800.000  8 Diklat 170.000.000     9 Diklat 178.500.000    10 Diklat 187.425.000   46 Diklat 805.625.000      

5.1.6

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan

Penilaian  terhadap 
Capaian Kinerja SKPA

Skor B 604.325.000   B 622.297.000  B 862.340.000     B 905.457.000    B 950.729.850        B 3.945.148.850   

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.6.1

Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

 Jumlah Dokumen 5 Dokumen
5 

Dokume
n

546.485.000   
5 

Dokum
en

544.207.000  1.090.692.000   

5.1.6.3

Penyusunan 
Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran.

 Jumlah Kegiatan 
 52 

kegiata
n 

174.650.000     
 52 

kegiatan 
183.382.500    

 52 
kegiata

n 
192.551.625   

 156 
kegiatan 

550.584.125      

5.1.6.4

Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan Akhir 
Tahun.

 Jumlah laporan  1 laporan 
 1 

laporan 
57.840.000     

 1 
laporan 

78.090.000    
 1 

laporan 
90.000.000      

 1 
laporan 

94.500.000      
 1 

laporan 
99.225.000     

 1 
laporan 

419.655.000      

5.1.6.5

Penyusunan 
dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Laporan Kinerja

 Jumlah Dokumen 
5 

Dokume
n

597.690.000     
5 

Dokume
n

627.574.500    
5 

Dokum
en

658.953.225   
5 

Dokume
n

1.884.217.725   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.29

Program Pembinaan 
dan Pemberdayaan 
Organisasi 
Kemasyarakatan

Jumlah LSM/Ormas/ 
Yayasan/OKP yang 

terdaftar
35 25 837.400.000       25 907.198.000       22 1.046.000.000      21 1.098.300.000     23 1.153.215.000     23 5.042.113.000        

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.29.1

Sosialisasi 
Regulasi Tentang 
Tata Cara 
Pendaftaran 
Ormas

Jumlah Peserta 70 Peserta
70 

Peserta
52.290.000     

135 
Peserta

238.209.000  
150 

Peserta
263.000.000     

160 
Peserta

276.150.000    
170 

Peserta
289.957.500   

685 
Peserta

1.119.606.500   

5.1.29.2
Pengelolaan 
Database Ormas 
dan LNL

Jumlah Dokumen 1 Dokumen
1 

Dokume
n

183.100.000   
1 

Dokum
en

118.277.500  
1 

Dokume
n

135.000.000     
1 

Dokume
n

141.750.000    
1 

Dokum
en

148.837.500   
1 

Dokume
n

726.965.000      

5.1.29.3
Penguatan 
Kapasitas Ormas 
dan LNL

Jumlah Peserta 300 Peserta
400 

Peserta
418.960.000   

320 
Peserta

370.610.000  
350 

Peserta
400.000.000     

450 
Peserta

420.000.000    
500 

Peserta
441.000.000   

2320 
Peserta

2.050.570.000   

5.1.29.4

Penyelenggaraan 
Forum Komunikasi 
dan Koordinasi 
antara Pemerintah 
Daerah,
Ormas dan LNL

Jumlah Peserta 80 Peserta
80 

Peserta
138.100.000   

80 
Peserta

137.490.000  
90 

Peserta
150.000.000     

100 
Peserta

157.500.000    
110 

Peserta
165.375.000   

540 
Peserta

748.465.000      

5.1.29.5

Penanganan 
Aktifitas 
Organisasi Orang 
Asing

 Jumlah laporan  1 laporan 
 1 

laporan 
44.950.000     

 1 
laporan 

42.611.500    
 1 

laporan 
48.000.000      

 1 
laporan 

50.400.000      
 1 

laporan 
52.920.000     

 1 
laporan 

238.881.500      

5.1.29

Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pengawasan 
Ormas/LNL 

Jumlah Dokumen
1 

Dokume
n

50.000.000      
1 

Dokume
n

52.500.000      
1 

Dokum
en

55.125.000     
1 

Dokume
n

157.625.000      

Meningkatnya 
Kemandirian dan 
Profesionalisme 

LSM/Ormas/Yayas
an didalam 

Pembangunan 
Daerah

Meningkatnya 
keberlanjutan 
perdamaian 
berdasarkan 

prinsip- prinsip 
Mou helsinki
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.28

Program Kemitraan 
Pengembangan 
Ideologi, Karakter 
dan Wawasan 
Kebangsaan

Persentase Sekolah 
tingkat pendidikan 

menengah atas yang 
dibina Ideologi, 

Karakter dan Wawasan 
Kebangsaan  dibagi 
jumlah pendidik di 

Aceh 

5 10%         793.200.000 20%     1.560.050.000 30%        1.150.000.000 40%       1.207.500.000 50%      1.267.875.000 50% 5.978.625.000   

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.28.1

Kaderisasi 
Penguatan Nilai 
Sejarah, Karakter 
dan Wawasan 
Kebangsaan Bagi 
Pendidik

Sekolah 
(SMA/Sederajat)

15 Sekolah
15 

Sekolah
   159.460.000 

30 
Sekola

h 
   252.400.000 

40 
Sekolah 

280.000.000     
50 

Sekolah 
294.000.000    

60 
Sekolah 

308.700.000   
210 

Sekolah
1.294.560.000   

5.1.28.2
Penyiapan Kader 
Pembauran 
Kebangsaan

Sekolah 
(SMA/Sederajat)

16 Sekolah
27 

Sekolah
   290.840.000 

42 
Sekola

h
   242.550.000 

52 
Sekolah

270.000.000     
52 

Sekolah 
283.500.000    

52 
Sekolah 

297.675.000   
241 

Sekolah
1.384.565.000   

5.1.28.3
Penyiapan Kader 
Bela Negara

Jumlah Kader Bela 
Negara

30 30    342.900.000 100     1.065.100.000 100 600.000.000     100 630.000.000    100 661.500.000   460 3.299.500.000   

5.1.27

Program Bina 
Ideologi, Karakter 
dan Wawasan 
kebangsaan

Persentase jumlah 
masyarakat per 
kecamatan yang 

memperoleh 
pendidikan/pembinaan

/sosialisasi 
pengembangan 

wawasan kebangsaan

9.8% 19.9%         461.837.200 37.79%     1.101.790.000 59,69%           555.000.000 79,58%          582.750.000 100%         611.887.500 100% 3.313.264.700   

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.27.1

Pemantapan Nilai 
Sejarah, Karakter 
dan Wawasan 
Kebangsaan

peserta 30 30    190.779.200 160    781.010.000 50 200.000.000     120 210.000.000    120 220.500.000   480 1.602.289.200   

5.1.27.2

Pemantapan 
Pemahaman, 
Ideologi Pancasila 
dan Peningkatan 
Kesadaran Bela 
Negara

peserta 50 50    117.308.000 50    139.280.000 50 155.000.000     90 162.750.000    100 170.887.500   340 745.225.500      

5.1.27.3

Peningkatan 
Kesadaran Warga 
Negara Indonesia 
Tentang Hak dan 
Kewajiban

peserta 50 50    153.750.000 50    181.500.000 51 200.000.000     60 210.000.000    70 220.500.000   286 965.750.000      

5.1.32
Program Pembauran 
Kebangsaan

Jumlah konflik Sara 
yang tertangani 

3 3 606.965.000   4 603.900.000  4 670.000.000     5 703.500.000    5 738.675.000   17 3.323.040.000   

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.32.1
Penguatan Forum 
Pembauran 
Kebangsaan

jumlah peserta 50 Peserta
50 

Peserta
189.935.000   

50 
Peserta

189.410.000  
60 

Peserta
210.000.000     

65 
Peserta

220.500.000    
70 

Peserta
231.525.000   

295 
Peserta

1.041.370.000   

5.1.32.2
Sosialisasi 
Pembauran 
Kebangsaan

jumlah peserta 200 Peserta
200 

Peserta
417.030.000   

200 
Peserta

414.490.000  
200 

Peserta
460.000.000     

230 
Peserta

483.000.000    
250 

Peserta
507.150.000   

1070 
Peserta

2.281.670.000   

Meningkatnya 
Pemahaman 

Penguatan Nilai 
Sejarah, Ideologi, 

Karakter dan 
Wawasan 

Kebangsaan pada 
Masyarakat

Meningkatnya 
Peran Serta 

Masyarakat dalam 
Keberagaman 

untuk Menjaga 
Perdamaian Aceh

Meningkatnya 
keberlanjutan 
perdamaian 
berdasarkan 

prinsip- prinsip 
Mou helsinki
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.30

Program Fasilitasi 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya

Tingkat Partisipasi 
Masyarakat dalam   

memberantas narkoba 
dan penyakit sosial 

dimasyarakat 

30% 50%    905.350.000 65%     2.105.420.000 70%        1.353.899.938 80%       1.421.594.935 85%      1.492.674.682 85% 7.278.939.555        

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.30.1

Forum Pelestarian 
Pengembangan 
dan Pemantapan 
Seni dan Budaya

jumlah peserta 100 Peserta
100 

Peserta
   179.975.000 

132 
Peserta

   253.650.000 
150 

Peserta
280.000.000     

170 
Peserta

294.000.000    
190 

Peserta
308.700.000   

652 
Peserta

1.316.325.000   

5.1.30.2

Forum Komunikasi 
Umat Beragama 
dan Penghayatan 
Kepercayaan 
Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa

jumlah peserta 180 Peserta
180 

Peserta
   481.425.000 

180 
Peserta

   493.300.000 
200 

Peserta
500.000.000     

220 
Peserta

525.000.000    
250 

Peserta
551.250.000   

1030 
Peserta

2.550.975.000   

5.1.30.3

Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pemantauan 
Ketahanan 
Ekonomi

jumlah Laporan 1 Laporan
1 

Laporan
     64.250.000 

1 
Lapora

n
     95.260.000 

1 
Laporan

105.000.000     
1 

Laporan
110.250.000    

1 
Laporan

115.762.500   
1 

Laporan
490.522.500      

5.1.30.4

Pemantauan, 
Pencegahan dan 
Penanganan 
Masalah Sosial 
Kemasyarakatan

jumlah peserta 100 Peserta
100 

Peserta
        179.700.000 

1950 

Peserta
    1.263.210.000 

300 
Peserta

468.899.938     
350 

Peserta
492.344.935    

400 

Peserta
516.962.182   

5250 

peserta
2.921.117.055   

5.1.33
Program 
Penanganan Konflik

Persentase Konflik yang 
tertangani

95,54% 96,04%      1.476.562.500 96,54%     1.525.425.000 97,54%        1.678.090.000 98,04%       1.761.994.500 98,54%      1.850.094.225 98,54% 8.292.166.225   

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.33.1
Penanganan 
Potensi Konflik

jumlah peserta 600 Peserta
600 

Peserta
   925.509.500 

635 
Peserta

    1.030.000.000 
680 

Peserta
1.131.090.000      

700 
Peserta

1.187.644.500     
750 

Peserta
1.247.026.725     

3365 
Peserta

5.521.270.725   

5.1.33.2
Tinjauan Capaian 
Penanganan 
Konflik Aceh

jumlah peserta 100 Peserta
100 

Peserta
   265.408.000 

60 
Peserta

   150.365.000 
70 

Peserta
167.000.000     

80 
Peserta

175.350.000    
90 

Peserta
184.117.500   

400 
Peserta

942.240.500      

5.1.33.3

Konfrensi/Semina
r/Lokakarya/Dialo
g Capaian 
Penanganan 
Konflik Aceh

jumlah peserta 200 Peserta
200 

Peserta
   285.645.000 

280 
Peserta

   345.060.000 
300 

Peserta
380.000.000     

320 
Peserta

399.000.000    
370 

Peserta
418.950.000   

1470 
Peserta

1.828.655.000   

Mewujudkan 
Ketahanan 

Stabilitas Ekonomi, 
Sosial dan Budaya

Meningkatnya 
keberlanjutan 
perdamaian 
berdasarkan 

prinsip- prinsip 
Mou helsinki

Meningkatnya 
Peran Serta 

Masyarakat dalam 
Menjaga 

Perdamaian Aceh

 
  



59 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.1.26
Program Fasilitasi 
Kewaspadaan 
Nasional

Persentase 
Ancaman/deteksi dini 

Konflik yang tertangani
88% 89%      1.554.868.500 90%     3.056.856.000 91%        1.430.000.000 91%       1.501.500.000 91%      1.576.575.000 91% 9.119.799.500        

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.26.1

Analisis Data 
Perkembangan 
Situasi dan 
Kondisi Bidang 
Kewaspadaan 
Nasional

jumlah peserta 100 Peserta
100 

Peserta
   220.009.500 

95 
Peserta

   207.315.000 
100 

Peserta
230.000.000     

120 
Peserta

241.500.000    
140 

Peserta
253.575.000   

465 
Peserta

1.152.399.500   

5.1.26.2
Pemantauan 
Orang Asing dan 
Tenaga kerja Asing

jumlah Laporan 1 Laporan
1 

Laporan
   190.159.000 

1 
Lapora

n
   183.245.000 

1 
Laporan

200.000.000     
1 

Laporan
210.000.000    

1 
Laporan

220.500.000   
1 

Laporan
1.003.904.000   

5.1.26.3

Forum Dialog di 
Daerah Dalam 
Rangka 
Kewaspadaan 
Nasional

Jumlah Rekomendasi 
dan Peserta

480 Peserta
480 

Peserta
   816.750.000 

1 
Rekom
endasi 

dan 
480 

Peserta

    2.383.605.000 

1 
Rekome

ndasi 
dan 350 
Peserta

700.000.000     

1 
Rekome

ndasi 
dan 353 
Peserta

735.000.000    

1 
Rekome

ndasi 
dan 400 
Peserta

771.750.000   

1 
Rekome

ndasi 
dan 
2060 

Peserta

5.407.105.000        

5.1.26.4

Penyelenggaraan 
Forum 
Kewaspadaan Dini 
Masyarakat dan 
Kerja Sama 
Intelijen
Keamanan

jumlah peserta 250 Peserta
250 

Peserta
   327.950.000 

200 
Peserta

   282.691.000 
230 

Peserta
300.000.000     

230 
Peserta

315.000.000    
230 

Peserta
330.750.000   

1140 
Peserta

1.556.391.000   

5.1.31
Program Pendidikan 
Politik Dalam 
Negeri

Tingkat Partisipasi 
Masyarakat dalam 

Pemilu atau 
Pemilukada

73% 73%      2.055.426.000 73.01%     2.164.690.000 73.01%        2.246.000.000 73.01%       2.358.300.000 73.01%      2.476.215.000 73.01% 11.300.631.000      

Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan 
Politik 
Aceh

Aceh

5.1.31.1

Penyelenggaraan 
Forum Dialog 
Pemerintah 
dengan 
Masyarakat dan 
Partai Politik

jumlah peserta 150 Peserta
170 

Peserta
   341.992.000 

200 
Peserta

   300.000.000 
200 

Peserta
     300.000.000 

300 
Peserta

315.000.000    
350 

Peserta
330.750.000   

1420 
Peserta

1.587.742.000   

5.1.31.2
Sosialisasi 
regulasi politik 
bagi masyarakat

jumlah peserta 300 Peserta
300 

Peserta
   246.599.000 

320 
Peserta

   290.000.000 
320 

Peserta
     300.000.000 

430 
Peserta

315.000.000    
460 

Peserta
330.750.000   

1910 
Peserta

1.482.349.000   

5.1.31.3

Pendidikan dan 
Peningkatan 
Pemahaman etika 
dan budaya dalam 
berpolitik

jumlah laporan IDI dan 
peserta

1 laporan 
IDI ; 100 
Peserta

1 
laporan 
IDI ; 100 
Peserta

   322.186.000 

1 
laporan 

IDI ; 
100 

Peserta

   356.000.000 

1 
laporan 

IDI ; 
100 

Peserta

     356.000.000 

1 
laporan 
IDI ; 200 
Peserta

373.800.000    

1 
laporan 

IDI ; 
230 

Peserta

392.490.000   

1 
laporan 
IDI ; 800 
Peserta

1.800.476.000   

5.1.31.4

Penguatan 
Kapasitas Politik 
Perempuan dan
Kaum Marginal

jumlah peserta 180 Peserta
180 

Peserta
   229.034.000 

180 
Peserta

   222.190.000 
180 

Peserta
     250.000.000 

250 
Peserta

262.500.000    
270 

Peserta
275.625.000   

1100 
Peserta

1.239.349.000   

5.1.31.5
Pendidikan Politik 
bagi Pengurus 
Parpol

jumlah peserta 200 Peserta
200 

Peserta
   220.779.000 

240 
Peserta

   276.500.000 
240 

Peserta
     300.000.000 

350 
Peserta

315.000.000    
380 

Peserta
330.750.000   

1470 
Peserta

1.443.029.000   

5.1.31.6
Pengelolaan 
Database Parpol

Jumlah Dokumen 1 Dokumen
1 

Dokumen
   275.986.000 

1 

Dokume

n

   280.000.000 
1 

Dokume
n

     300.000.000 
1 

Dokumen
315.000.000    

1 

Dokume

n

330.750.000   
1 

Dokumen
1.501.736.000   

5.1.31.7
Pemantauan 
Situasi Politik

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan    418.850.000 
1 

Laporan
   440.000.000 

1 
Laporan

     440.000.000 1 Laporan 462.000.000    
1 

Laporan
485.100.000   1 Laporan 2.245.950.000   

Meningkatnya 
Indeks Demokrasi 

Indonesia

Meningkatnya 
peran  demokrasi 
indonesia didalam 

pembangunan

Meningkatnya 
Peran Serta 

Masyarakat dalam 
Menjaga 

Perdamaian Aceh

Meningkatnya 
keberlanjutan 
perdamaian 
berdasarkan 

prinsip- prinsip 
Mou helsinki
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BAB VII  

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN  

 

 

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Aceh dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA 2017-2022. 

Dalam mengukur tujuan dari pelaksanaan Pemerintah Daerah, Kinerja 

Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang 
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA 2017-2022 
 

Kondisi 
Kinerja pada 
Awal Priode 

RPJMD
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP yang 

terdaftar
35 25 25 22 21 23 151

2
Persentase Potensi Konflik yang 

tertangani
95,54% 96,04% 96,54% 97,54% 98,04% 98,54% 98,54%

No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi SKPD
Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi 
Kinerja pada 
Akhir Priode 

RPJMD
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 

2017 - 2022 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka 

waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan 

perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Aceh secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi 

yang ada di Aceh pada umumnya. 

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman  pada  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Aceh tahun 2017 - 2022. 

Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam pencapaian sasaran yang 

diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan 

pada setiap akhir tahun anggaran melalui  penilaian realisasi kinerja 

program/kegiatan. 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada 

hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka 

mewujudkan Visi dan Misi RPJMA Aceh Tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu 

diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana 

dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Aceh dan Pemerintah Aceh secara umum. 

 
 

Banda Aceh,       Februari 2019 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Aceh 
 
 

Drs. MAHDI EFENDI 
Pembina Utama Muda 

Nip. 19691120 19910310140 
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